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MOTTO 
FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM: Keadilan harus ditegakkan meskipun langit 
akan runtuh 
IUS SUUM CUIQUE TRIBUERAE : Berikan keadilan bagi semua orang yang 
berhak. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan 
membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku 
zalim diatasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, 
adalah puncak segala keberanian. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya 
tegak pada yang bayar.  
FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUS: hendaklah hukum ditegakkan meskipun 
langit akan runtuh. 
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ABSTRAK 
Keberhasilan seorang Hakim dalam mewujudkan rasa keadilan bagi 
segenap masyarakat pencari keadilan salah satunya tergantung pada alat bukti 
yang berhasil ditemukan karena alat bukti merupakan dasar oleh Hakim dalam 
mempertimbangkan suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, disisi 
lain pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menemukan 
kebenaran materiil atas tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut 
Umum kepada seorang tersangka / terdakwa.  
Pasal 184 KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah antara 
lain : keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan 
Terdakwa. 
Perihal alat bukti keterangan saksi, dikenal istilah saksi mahkota yaitus 
aksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau 
terdakwa lainnya yang sama-sama melakukan perbuatan pidana dengan 
mekanisme pemecahan berkas perkara (splitsing). Dalam praktik penggunaan 
saksi mahkota oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan terhadap penuntutan perkara 
secara terpisah (splitsing) dari berkas yang memuat suatu perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh beberapa orang tersangka / terdakwa. Praktik pengajuan saksi 
mahkota lazimnya diajukan terhadap perkara pidana yang sangat sulit 
pembuktiannya atau minim pembuktiannya. 
Di beberapa Negara seperti Belanda, Amerika Serikat dan Italia, saksi 
mahkota diartikan sebagai seorang pelaku kejahatan yang bersedia bekerjasama 
dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang telah diperbuat 
oleh temannya sesama pelaku kejahatan dan justru dijadikan alat oleh Negara 
untuk penanggulangan kejahatan. Atas jasanya bersedia bekerjasama tersebut, 
saksi mahkota dapat diberikan penghargaan berupa kekebalan dari penuntutan 
ataupun pengurangan hukuman. 
Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam praktik peradilan 
di Indonesia, saksi mahkota telah menimbulkan adanya pro kontra, perkara pidana 
yang menggunakan saksi mahkota, saksi mahkota tidak dapat dibebaskan dari 
tuntutan pidana apabila memang unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan 
kepadanya telah terpenuhi dan terbukti, berbeda dengan praktik yang terjadi di 
Negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat dan Italia yang justru memberikan 
penghargaan kepada saksi mahkota berupa kekebalan dari penuntutan ataupun 
pengurangan hukuman karena telah mengungkap perbuatan pidana yang 
dilakukan temannya sesama terdakwa.  
Kata Kunci: 
Pembuktian, Saksi mahkota, Pro kontra. 
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ABSTRACT 
 
The success of a judge in embodying a sense of fairness for all people of 
justice seekers one of them depends on the proven evidence found because the 
evidence is the basis by judge in consideration of a cause and subsequently 
dropped the verdict, on the other hand the proof is a very important thing to find 
the material truth over the crimes that have been accused by the prosecutor to a 
suspect/defendant. 
Article 184 KUHAP, it is stated that the valid evidence is among others: 
witness information, expert remarks, letters, instructions and information of 
defendants. 
Regarding the witness proof tool, a crown witness is known as a witness 
that is derived from or taken from one or more suspects or other defendants who 
are equally committing a criminal act with a mechanism to solve the case file 
(splitsing). In the practice of the use of Crown witnesses by the prosecutor is done 
against the prosecution of the case separately (splitsing) of files that contain a 
criminal deed committed by several suspects/defendants. The practice of the 
Crown witnesses is often posed against a criminal case that is very difficult to 
prove or lacking. 
In some countries such as the Netherlands, the United States and Italy, the 
Crown witness is interpreted as a criminal who is willing to cooperate with law 
enforcement officials to uncover the crimes made by his fellow actors The State 
for crime prevention. For his services willing to cooperate, crown witnesses can 
be given the form of immunity from prosecution or reduction of punishment. 
From the results of this study, it is known that in judicial practice in 
Indonesia, the Crown witness has resulted in a pro-cons, a criminal case that uses 
a Crown witness, a crown witness cannot be freed from criminal charges when 
The elements of the article as the one to which he was fulfilled and proved to be, 
in contrast to the practices that occur in other countries such as the Netherlands, 
the United States and Italy, which give appreciation to the Crown witness of 
immunity from Prosecution or reduction of punishment for revealing the criminal 
acts committed by his fellow defendants. 
Key words: Proof, Witness Crown, Pro cons. 
 
 
 
 
